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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan peruntukan earmarking pajak daerah pada belanja bidang
pendidikan. Metode pendlitian ini yaitu deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara, sertaanalisis
kebijakan menggunakan SWOPA. Kesimpulan penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen belum
mengimplementasikan kebijakan earmarking pada belanja bidang pendidikan. Hubungan antara belanja
pendidikan dengan peningkatan IPM belum dapat dilihat dengan jelas. Belanjatidak langsung yang lebih
besar daripada belanjalangsung belum menunjukkan keberpihakan pada alokasi belanja bidang pendidikan.
Rekomendas yang diberikan yaitu menjadikan earmarking pgjak daerah sebagai agenda utama pembahasan
dan penetapan belanja bidang pendidikan, yang pengaturannya ditegaskan dalam Peraturan Daerah. Pada
penelitian selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut hubungan antara alokasi belanja pendidikan dengan
peningkatan IPM, yakni harus dapat mengefektifkan peruntukan belanja bidang pendidikan. Peningkatan
keberpihakan Pemerintah Daerah pada belanja bidang pendidikan dan earmarking pajak daerah dapat
dilakukan melalui seminar atau workshop mengenal pendidikan sebagai hak dasar dan investasi sosial,serta
peran penting pajak daerah sebagai instrumen pembangunan sosial.
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<b>ABSTRACT</b><br>

This study aims to analyze the earmarking policy of regional taxes on spending in education. The method of
this research is descriptive through study of documentation and interview, and policy analysis using
SWOPA. The conclusion of the study is that the Government of Kebumen has not implemented earmarking
policy on expenditure in education. The relationship between education spending and the increase in HDI
can not be clearly seen. Indirect expenditure that is greater than direct expenditure does not show partiality
in the expenditure allocation in the education sector. The recommendation is to make the earmarking of
local tax as the main agenda of discussion and stipulation of education expenditure, the regulation is
affirmed in the Regional Regulation. In further research, it is necessary to further analyze the relationship
between the allocation of education spending and the increase of the HDI, namely that it must be able to
streamline the allocation of spending in education. Increasing Regional Government alignmentsin the
expenditure of education and earmarking on local taxes can be done through seminars or workshops on
education as basic rights and socia investment, as well as the important role of local taxes as an instrument
of social development.
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